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Artinya : Wahai rang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-
benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun
terhadap dirimu sendiri aau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika
ia kaya atau miskin maka Allah lebih tahu kemaslahtannya.
Maka janganlah kamu mengikuti hawa nasfu karena ingin
menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan
(kata-kata) atau enggan menjadi saksi maka sesungguhnya Allah
adalah maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. (Q.S.
an-Anisa: 135)*

! Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya Mushaf Al-Azhar(Bandung: JABAL, 2010),

100.
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ABSTRAK

Humairoh, Nurul Setianingrum, SE,MM. 2017 : Pengembangan Ekonomi Desa
Melalui Transparansi Dan Akuntabilitas Sirkulasi Keuangan
Desa Randuati Nguling Pasuruan.

Pengembangan masyarakat didasari sebuah cita-cita bahwa masyarakat
bisa dan harus mengambil tanggung jawab dalam merumuskan kebutuhan,
mengusahakan kesejahteraan, menangani sumber daya, dan mewujudkan tujuan
hidup mereka sendiri.

Transparansi dan akuntabilitas menjadi suatu hal yang sangat penting
dalam pengelolaan keuangan disetiap organisasi, baik organisasi pemerintahan
maupun organisai non pemerintahan. Transparansi merupakan suatu keharusan
dalam sebuah organisasi, secara terbuka menyediakan informasi yang material
dan relevan serta mudah diakses dan dipahami oleh semua pihak. Sedangkan
akuntabilitas adalah kewajiban organisasi untuk memberikan pertanggungjawaban
atau menjawab dan menerangkan Kkinerja serta tindakan seseorang pemimpin
suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang
meminta pertanggungjawaban lembaga administrasi Negara dan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia.

Fokus penelitian yang diteliti dalam skripsi ini adalah: Bagaimana
pengembangan ekonomi desa dengan adanya transparansi sirkulasi keuangan desa
Randuati Nguling Pasuruan?. Dan bagaimana pengembangan ekonomi desa
dengan adanya akuntabilitas sirkulasi keuangan desa Randuati Nguling
Pasuruan?. Dengan adanya permasalahan tersebut peneliti hendaklah merumuskan
permasalahan dengan jelas, kongkrit serta bagaimana kita mengetahui bahwa
setiap kegiatan mempunyai tujuan tersendiri.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengembangan ekonomi
desa dengan adanya transparansi dan akuntabilitas sirkulasi keuangan desa
Randuati Nguling Pasuruan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) karena data
penelitian ini diperoleh dari masyarakat melalui proses observasi, wawancara dan
dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer
dan sumber data sekunder.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dengan adanya sistem
transparansi dan akuntabilitas segala rencana desa akan terlaksana dengan baik
berupa sarana dan prasarana yang dapat menunjang perkembangan ekonomi desa
sesuai yang di harapkan bersama. Di samping itu di setiap melaksanakan
pembangunan desa bagian aparat desa memberikan informasi kepada warga Desa
Randuati agar mengetahui apa saja yang telah direncanakan oleh desa itu sendiri
melalui pertemuan-pertemuan antara pemerintah desa dan warga desa itu sendiri,
serta dapat menunjang perkembangan ekonomi desa, seperti halnya dapat
memastikan program-program pembangunan tersebut benar- benar dilaksanakan
sesuai prosedur yang sebagai mestinya. Dengan akuntabilitas maka dapat
diketahui perkembangan ekonomi desa dari tahun ke tahun berikutnya.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan
asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran
mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi
asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.? Desa dalam undang-
undang Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang
nomor 6 tahun 2014, bahwa desa adalah adalah kesatuan masyarakat hukum
yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.’

Pengembangan desa merupakan salah satu kegiatan usaha yang
dilakukan secara sadar, terencana, dan bertanggung jawab demi perubahan
yang lebih baik, yakni kesejahteraan dan kemakmuran yang adil bagi rakyat.
Jika dibandingkan, akses pelayanan publik di kota lebih berkembang dari
pada desa, sehingga segala jenis strategi pembangunan tidak akan mampu
mengatasi kemiskinan struktural. Jumlah kemiskinan di pedesaan akan selalu

lebih tinggi dan senantiasa meningkatkan kelangsungan urbanisasi.

2 HAW. Widjaja, Otonomi Desa, ( Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2005), 3.
Undang-Undang R.I Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah R.I Nomor
43 Tahun 2014, Pasal 1.,2



Pengembangan masyarakat didasari sebuah cita-cita bahwa
masyarakat bisa dan harus mengambil tanggung jawab dalam merumuskan
kebutuhan, mengusahakan kesejahteraan, menangani sumber daya, dan
mewujudkan tujuan hidup mereka sendiri.*

Transparansi dan akuntabilitas menjadi suatu hal yang sangat
penting dalam pengelolaan keuangan disetiap organisasi, baik organisasi
pemerintahan maupun organisai non pemerintahan. Transparansi merupakan
suatu keharusan dalam sebuah organisasi, secara terbuka menyediakan
informasi yang material dan relevan serta mudah diakses dan dipahami oleh
semua pihak. Sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban organisasi untuk
memberikan pertanggung jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja
serta tindakan seseorang pemimpin suatu unit organisasi kepada pihak yang
memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban lembaga
administrasi Negara dan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik
Indonesia.

Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang
ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama badan
permusyawaratan desa. Permusyawaratan desa atau yang disebut dengan
nama lain adalah musyawarah antara badan permusyawaratan desa, dan unsur
masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan desa untuk

menyepakati hal yang bersifat strategis.’

* Zubaedi, Pengembangan Masyarakat Wacana dan Praktik, ( Jakarta: Kencana, 2013), 2.
® Undang-Undang R.l Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah R.I Nomor
43 Tahun 2014, Pasal 1. 3.



Secara substansial, pengembangan masyarakat adalah sebuah
proses restrukturisasi masyarakat dengan cara menawarkan pola-pola
swadaya-partisipatif dalam mengelola dan mengorganisasikan kehidupan
sosial ekonomi sehingga akan lebih memungkinkan mereka memenuhi
kebutuhan sendiri dari pada sebelumnya. Pengembangan masyarakat tahapan
awal menuju proses pemberdayaa masyarakat.

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara
Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan pemerintah desa adalah kepala desa
dan dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
desa.

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat
dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Sedangkan aset
desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli
atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa atau
perolehan hak lainnya yang sah.

Sejauh ini keuangan desa didefinisikan sebagai semua hak dan
kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik
berupa uang maupun berupa barang yang dapa dijadikan milik desa.
Keuangan desa pada dasarnya merupakan subsistem dari keuangan negara

sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 17 tahun 2003, tentang

® Ibid., 3-4.



keuangan negara. Dalam penjelasan undang-undang tersebut dinyatakan
bahwa pendekatan yang digunakan dalam merumuskan keuangan negara
adalah dari sisi objek, subjek, proses, dan tujuan. Dari sisi objek, keuangan
negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan
uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan
pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik
berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara.’

Dari sisi subjek, keuangan negara meliputi seluruh subjek yang
memiliki/menguasai objek sebagai mana tersebut diatas yaitu: pemerintah
pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara/daerah, dan badan lain yang ada
kaitannya dengan keuangan negara.

Dilihat dari sifat pengelolaannya, keuangan desa dapat dibagi menjadi
keuangan desa yang sifat pengelolaannya dilakukan secara langsung berupa
anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) dan keuangan desa yang
pengelolaannya dilakukan secara terpisah yang dilakukan oleh Badan Usaha
Milik Desa (BUMDesa).

Pengelolaan keuangan desa yang dilakukan secara tidak langsung atau
terpisah oleh BUMDesa dimaksudkan bukan saja untuk menjadi motor
penggerak roda-roda perekonomian desa tetapi juga dimaksudkan sebagai
sumber pendapatan desa. Untuk itu pengelolaan keuangan desa ini harus

ditangani secara frofesional, sehingga kedua maksud tersebut dapat tercapai.

" Chabib Soleh dan Heru Rochmansyah, Pengelolaan Keuangan Desa, (Bandung:

8

FOKUSMEDIA, 2015), 3.
Ibid., 6-9.



Sedangkan secara ekonomis, maksudnya bahwa pengelolaan
keuangan tersebut dapat menghasilkan perbandingan terbaik antara masukan
dengan nilai masukan, adapun secara berkeadilan, maksudnya bahwa
pengelolaan keuangan tersebut harus dapat memenuhi rasa keadilan dalam
masyarakat.

Berdasarkan ~ APBDesa, pemerintah desa  melaksanakan
program/kegiatan yang telah memperoleh alokasi anggaran. Program yang
direncanakan untuk memperoleh alokasi anggaran pada APBDesa, pada
dasarnya merupakan instrumen untuk memecahkan masalah yang dihadapi
oleh pemerintah desa dan masyarakat desa. Program yang diajukan untuk
memperoleh alokasi anggaran pada APBDesa pada umumnya diturunkan dari
dokumen perencanaan tahunan desa yang dikenal sebagai Rencana Kerja
Pembangunan Desa (RKPDesa) yang merupakan penjabaran dari dokumen
perencanaan lima tahunan yang dikenal dengan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa (RPIMDesa).® Dalam hal ini perlu adanya suatu
laporan yang dibuat secara accountable dan transparant dalam suatu forum
tertentu. Dengan demikian laporan pertanggungjawaban adalah suatu bentuk
laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas yang telah dilakukan
selama jangka waktu yang telah ditentukan.*

Aktivitas mobilisasi di desa Randuati cukup tinggi, khususnya pada
sektor pertanian maupun sumber-sumber kegiatan ekonomi lainnya. Tetapi

segala potensi yang ada di desa kurang ditunjang dengan infrastrukur yang

9

Ibid., 53.

1 HAW. Widjaja, Otonomi Desa, ( Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2005), 155-156.



memadai dan sumber daya manusia yang memenuhi, misalnya keberadaan
lahan pertanian yang tidak cukup luas sehingga tidak bisa mengangkat derajat
hidup petani. Hal itu disebabkan karena sarana irigasi yang kurang memadai
serta sumber daya para petani baik yang berupa modal maupun pengetahuan
tentang sistem pertanian modern yang relatif masih kurang. Akibatnya
banyak petani yang taraf hidupmya masih berada pada garis kemiskinan.

Pada dasarnya walaupun dengan wilayah yang tidak begitu luas proses
pengembangan ekonomi desa Randuati dapat terealisasi dengan bermacam
cara, dari pemberdayaan petani dengan potensi alam yang melimpah, usaha
personalia dengan kapasitas dan kapabilitasnya, hingga swadaya penunjang
tumbuh kembangnya ekonomi desa Randuati lainnya baik usaha pribadi,
keluarga, kelompok, atau program desa khususnya. Namun itu semua tidak
mungkin dapat melejitkan tingkat ekonomi desa yang hingga saat ini masih
berbanding lurus dengan garis kemiskinan.*

Merujuk pada alokasi dana desa sebagai titik awal usaha
pengembangan ekonomi desa, perlu kiranya diadakan suatu terobosan yang
dapat menjadi penunjang perekonomian, salah satunya yaitu dengan cara
transparansi dan akuntabilitas sirkulasi keuangan desa. Cara ini dipandang
mampu dalam mengatasi masalah stagnasi dan degradasi ekonomi yang
terjadi di desa Randuati, karena dengan tidak adanya kejelasam laporan dan
pertanggung jawaban yang jelas, seringkali terjadi penyelewengan dana yang

tidak sesuai dengan kesepakatan alokasi dana desa.

' Observasi, 25 oktober 2016 Desa Randuati Nguling Pasuruan.



Sistem transparansi dan akuntabilitas dirasa penting khususnya pada
sirkulasi keuangan dalam usaha pengembangan desa karena melihat keuangan
sebagai berkedudukan sebagai jantung perekonomian yang mampu
mempengaruhi tingkat perekonomian desa khususnya di desa Randuati.

Selain dari pada itu, yang menjadi alasan tersendiri peneliti dalam
memilih desa tersebut sebagai objek kajian ialah dikarenakan di desa tersebut
pernah terjadi kasus penyalahgunaan dana desa oleh oknum yang tidak
bertanggungjawab, sehingga seiring dengan berjalannya waktu dengan
perbaikan di semua sektor khususnya pada sektor keamanan, desa tersebut
mendapatkan penghargaan sebagai desa yang aman se-kecamatan Nguling
Pasuruan.

Menanggapi persoalan di atas peneliti tertarik untuk melihat sejauh
mana ekonomi desa dapat berkembang melalui transparansi dan akuntabilitas
sirkulasi keuangan desa. Sehingga dari latar belakang tersebut, peneliti ingin
menyusun skripsi dengan judul “Pengembangan Ekonomi Desa Melalui
Transparansi dan Akuntabilitas Sirkulasi Keuangan Desa Randuati
Nguling Pasuruan”.

B. Fokus Penelitian :

Berdasarkan dari latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat
dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana pengembangan ekonomi desa dengan adanya transparansi

sirkulasi keuangan desa Randuati Nguling Pasuruan?



2. Bagaimana pengembangan ekonomi desa dengan adanya akuntabilitas
keuangan desa Randuati Nguling Pasuruan?
C. Tujuan Penelitian :

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju
dalam melakukan penelitian.? Adapun tujuan penelitian yang akan dilakukan
sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengembangan ekonomi desa dengan adanya
transparansi sirkulasi keuangan desa Randuati Nguling Pasuruan.
2. Untuk mengetahui pengembangan ekonomi desa dengan adanya
akuntabilitas keuangan desa Randuati Nguling Pasuruan.
D. Manfaat Penelitian :
Dapat menambah pengetahuan mengenai manfaat transparansi dan
akuntabilitas untuk mewujudkan pengembangan ekonomi desa.
1. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan
sumbangan pemikiran dalam meningkatkan pengembangan keuangan desa
yang baik. Serta memberikan pandangan terhadap pentingnya
pengembangan keuangan melalui transparan dan akuntabel. Lebih jauh
lagi penelitian ini dapat memberikan informasi bagi operatur desa dan
pemerintah daerah untuk mewujudkan masyarakat yang adil, sesuai
dengan teori accountability, yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban

dengan menciptakan pengawasan melalui distribusi kekuasaan pada

12 Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya llmiah (Jember: IAIN Jember Press, 2015), 45.



berbagai lembaga pemerintah desa sehingga mengurangi penumpukan
kekuasaan sekaligus menciptakan kondisi saling mengawasi.
2. Manfaat Praktik
Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat
menyumbangkan pemikiran terhadap pemecahan masalah yang berkaitan
dengan pengembangan keuangan desa yang transparan dan akuntabel serta
memberikan penjelasan kepada para aparatur desa pentingnya
akuntabilitas pengembangan keuangan desa.
3. Manfaat Regulasi
Secara regulasi, penelitian ini diharapkan menjadi suatu
rekomendasi baik bagi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk
membantu suatu kebijakan yang mengarahkan pada disiplin dan ketertiban
pengembangan keuangan desa yang transparan dan akuntabel.
E. Definisi Istilah
Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah penting yang menjadi
titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian.® Untuk mempermudah
dalam memahami skripsi ini terutama mengenai judul yang telah penulis
ajukan yakni “Pengembangan Ekonomi Desa Melalui Transparansi dan
Akuntabilitas Sirkulasi Keuangan Desa Randuati Nguling Pasuruan”, Maka

penulis akan menjelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

13 1bid.,45.
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1. Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan
teknis, eoritis, konseptual dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan
pekerjaan/jabatan melalui pendidikan dan latihan.**

Perkembangan adalah perihal berkembang, perluasan, pertumbuhan,
kemajuan.™

2. Ekonomi adalah segala usaha manusia dalam memenuhi kebutuhannya
guna mencapai kemakmuran hidupnya; pengauran rumah tangga.®
Ekonomi adalah ilmu mengenai asas produksi, distribusi dan pemakaian
barang-barang serta kekayaan.*’

Ekonomi adalah perihal mengurus dan mengatur kemakmuran yang
berkaitan dengan masalah keuangan, perdagangan dan sebagainya.*®
3. Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan
asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa.™
Desa adalah wilayah yang di huni oleh sejumlah keluarga yang
mempunyai sistem pemerintahan sendiri, dikepalai oleh seorang kepala
desa.””
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah

yang berwnang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,

14 Zubaidi, Pengembangan Maasyarakat, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), 4.

>Yeyen Maryani dan Cese Sobarna, Kamus Bahasa Indonesia Untuk Belajar, (Jakarta: Badan
Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2011), 224.

16 pjus A Partanto, Kamus Ilmiah Populer (Surabaya: Arkola, 2001), 137.

17 Djalinus Syah, dkk, Kamus Pelajar: Kata-kata serapan bahasa indonesia, (Jakarta: PT Rineka
Cipta, 1993), 254.

8 Ananda Santoso dan Al Hanif, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Surabaya: Alumni), 111.

¥ HAW. Widjaja, Otonomi Desa, ( Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2005), 3.

2% yeyen Maryani dan Cese Sobarna, Kamus Bahasa Indonesia Untuk Belajar, (Jakarta: Badan
Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2011), 94.
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kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak
asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.?*

4. Transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat
untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya
tentang keuangan daerah.

Transparansi adalah sifat tembus cahaya, nyata, jelas.?

5. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban
atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang badan
hukum pemimpin suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau
berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
Akuntabilitas (Accountability) adalah ukuran yang menunjukkan apakah
aktivitas birokrasi publik atau pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah
sudah sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang di anut oleh rakyat dan
apakah pelayanan publik tersebut mampu mengakomodasi kebutuhan
rakyat yang sesungguhnya.?

6. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang

! Himpunan Peraturan Tentang Desa, (Pasuruan: Bagian hukum sekretariat daerah kabupaten
pasuruan), 63.

22 Syrawan Martinus, Kamus Kata Serapan, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2001), him:639.

22 Wahyudi Kumorotomo, Akuntabilitas Birokrasi Publik, (Jogjakartax MAP UGM dengan
Pustaka Pelajar, 2005), 3-4.
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termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan
hak dan kewajiban desa tersebut.**
F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan
skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup.® Sistematika
pembahasan digunakan untuk memberikan gambaran secara global tentang isi
penelitian ini dari tiap-tiap bab, sehingga akan mempermudah dalam
melakukan tinjauan terhadap isinya. Sistematika pembahasan dalam penelitian
ini adalah sebagai berikut:

Bab Satu, berisi pendahuluan, latar belakang masalah, fokus penelitian,
tujuan penelitian, manfaat penelitian yang merangkum manfaat teoritis dan
manfaat secara praktis, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

Bab Dua, berisi tentang kajian kepustakaan yang memuat penelitian
terdahulu dan kajian teori yang berkenaan dengan masalah penelitian yang
hendak dipecahkan sesuai fokus penelitian dan tujuan penelitian.

Bab Tiga, berisi tentang metode penelitian yang mencakup pendekatan
dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik
pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahapan-tahapan

penelitian.

# |Al Wilayah jawa timur, Materi Penatausahaan Keuangan Desa, (IAl wilayah jawa timur:
2014) 3.
%% Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya llmiah, 73.
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Bab Empat, berisi penyajian dan analisis data yang memuat tentang
gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisis, serta pembahasan
temuan.

Bab Lima, berisi tentang penutup yang memuat kesimpulan dan saran.



BAB |1

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu
Studi pustaka perlu dikaji terlebih dahulu untuk menguasai teori yang
relavan dengan topik atau masalah penelitian dan rencana model analisis yang
dipakai.Sehubungan dengan penelitian ini, ada beberapa penelitian yang
terlebih dahulu pernah melakukan penelitian pengembangan ekonomi desa
melalui transparansi dan akuntabilitas sirkulasi keuangan desa Randuati

Nguling Pasuruan. Kajian yang mempunyai relasi atau keterkaitan dengan

kajian ini antara lain:

1. Daru Wisakti, 2008, Mahasiswa Universitas Diponerogo dengan judul
tesis Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Wilayah Kecamatan
Geyer Kabupaten Grobongan tahun 2008.

2. Adhitya Widya Kartika, Sebelas Maret Sukarta 2012, dengan judul
skripsi Kewenangan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Usaha Desa Moro
Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan tahun 2012.

3. Supriyadi, 2009, Mahasiswa Sebelas Maret Surakarta dengan judul tesis
Evaluasi Sistem Keuangan Desa Kabupaten Sragen (Studi Kasus
Kecamatan Karangmalang) tahun 20009.

4. Yoyok Sudarmaji, 2009, Mahasiswa Universitas Tanjungpura Pontianak

dengan judul skripsi Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus

14



Pengelolaan Keuangan Desa Bakaran Kulon

Kabupaten Pati, tahun 2009.

15

Kecamatan Juwana

Keempat penelitian tersebut dapat disajikan dalam bentuk tabel

sebagai berikut:

TABEL 2.1
PERSAMAAN DAN PERBEDAAN PENELITIAN

Nama Peneliti
No. dan Judul Persamaan Perbedaan Hasil Penelitian
Penelitian
1. Daru . Meneliti Lebih fokus | Hasil penelitian
Wisakti,(2008) tentang pada menunjukkan  bahwa
Universitas keuangan kebijakan implementasi
Diponegoro desa. alokasi dana | kebijakan Alokasi
dengan judul . Penelitian ini | desa. Dana Desa (ADD) di
tesis menggunaka Kecamatan Geyer
Implementasi n pendekatan Kabupaten Grobogan
Kebijakan kualitatif berjalan cukup lancar.
Alokasi Dana Namun demikian
Desa Di apabila dikaitkan
Wilayah dengan pencapaian
Kecamatan tujuan,  pelaksanaan
Geyer Alokasi Dana Desa
Kabupaten (ADD) di Kecamatan
Grobongan Geyer Kabupaten
tahun 2008. Grobogan belum
optimal. Meskipun
tujuan peningkatan

penyelenggaraan
pemerintahan,
pembangunan dan
kemasyarakatan, telah
terlaksana secara
optimal, namun tujuan
adanya  peningkatan
kemampuan lembaga
kemasyarakatan di
desa dalam
perencanaan,
pelaksanaan dan
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pengendalian

pembangunan  belum
berjalan secara
optimal. Demikian
juga tujuan
peningkatan partisipasi
swadaya gotong
royong masyarakat
belum optimal.
Adhitya Widya @a. Meneliti Penelitian ini | Hasil penelitian ini
Kartika,(2012) tentang lebih fokus menunjukkan  bahwa
Universitas keuangan pada kewenangan  kepala
Sebelas Maret desa. kewenangan | desa membina
Surakarta, b. Penelitian ini | kepala desa | perekonomian dan
dengan judul menggunakan | dalam melaksanakan
skripsi penelitian pengelolaan | wewenang lain sesuai
Kewenangan kualitatif usaha desa. dengan melakukan
Kepala Desa perundang-undangan
Dalam yaitu dengan tugas
Pengelolaan pengelolaan keuangan
Usaha Desa desa pengelolaan
Moro usaha desa dilakukan
Kecamatan dengan cara lelang.
Sekaran Usaha desa masuk
Kabupaten dalam sumber
Lamongan keuangan diuangkan
tahun 2012. dalam anggaran
pendapatan dan
belanja desa yang
ditetapkan dalam

peraturan desa oleh
kepala desa dengan

persetujuan badan
permusyawratan desa.
Seluruh  pendapatan
dan kekayaan
disalurkan melalui kas
desa. Pertanggung
jawaban  merupakan
kewajiban dilakukan
dengan  memberikan

laporan kepada badan
permusyawaratan desa
setahun sekali.
Hambatan yang terjadi
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adalah keterlambatan
dari faktor
pembayaran,
kriminalis,cuaca

Supriyadi,
(2009)
Universitas
Sebelas Maret
Surakarta,
dengan judul
tesis Evaluasi
Sistem
Keuangan Desa
Kabupaten
Sragen (Studi
Kasus
Kecamatan
Karang malang)
tahun 2009.

. Meneliti

tentang
keuangan
desa.

. Penelitian ini

menggunakan
pendekatan
kualitatif
deskriptif.

Penelitian ini
Lebih fokus
pada sistem
keuangan
desa.

Dari hasil penelitian
ini dapat disimpulkan
bahwa  pelaksanaan
sistem keuangan desa
di Kabupaten Sragen

belum dilaksanakan
sesuai dengan
Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor
37 Tahun 2007 tentang
Pedoman Pengelolaan
Keuangan Desa, antara
lain sebagai berikut:
Pertama, belum
terbentuknya

bendahara desa secara
legal melalui
keputusan kepala desa,
selama ini bendahara
desa dirangkap oleh

kaur keuangan desa
atau  kaur umum.
Kedua desa belum
melaksanakan
Rencana

Pembangunan Jangka
Menengah Desa
(RPJM  Desa) dan
Rencana Kerja
Pembangunan  Desa
(RKPDesa), sehingga
arah pembangunan
desa Dbelum terlihat
jelas untuk jangka
waktu 1 tahun dan
jangka waktu 5 tahun
ke depan. Ketiga,
pengelolaan  Alokasi
Dana Desa (ADD) di
Kabupaten Sragen
yang mengelola adalah
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Badan
Berencana
Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa,
seharusnya  dikelola
oleh Bagian
Pemerintahan dan
Pertanahan Setda
Kabupaten Sragen.
Pengelolaan keuangan
desa di Kabupaten
Sragen agar sesuai
dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri
Nomor 37 Tahun 2007
sangat diperlukan
pelatihan, pembinaan
dan bimbingan dari
kecamatan dan
kabupaten, karena
desa  belum  bisa
mandiri dalam
pengelolaan keuangan
desa.

Keluarga

Yoyok
Sudarmaji,
(2009)
Universitas
Muhammadiyah
Yogyakarta,
dengan judul
skripsi
Pengelolaan
Keuangan Desa
(Studi Kasus
Pengelolaan
Keuangan Desa
Bakaran Kulon
Kecamatan
Juwana
Kabupaten Pati,
tahun 2009.

. Meneliti

tentang
keuangan
desa.

. Penelitian ini

menggunakan
pendekatan
kualitatif

Penelitian ini
lebih fokus
pada
pengelolaan
keuangannya.

Pengelolaan keuangan
desa Bakaran Kulon

dituangkan dalam
bentuk Anggaran
Pendapatan dan
Belanja Desa
(APBDes), yang mana
didalam APBDes
sudah tercantum daftar
belanja dan rencana
pengeluaran desa
selama satu tahun
kedepan

Sumber data: penelitian-penelitian terdahulu yang relevan
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Berdasarkan tabel di atas, telah dipaparkan hasil penelitian terdahulu
dari empat peneliti.Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian
yang dilakukan yaitu dalam penelitian Daru Wisakti, lebih memfokuskan
pada kebijakan alokasi dana desa. Beberapa faktor yang mempengaruhi
pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Geyer Kabupaten
Grobogan adalah komunikasi, kemampuan sumber daya, sikap pelaksana,
struktur birokrasi, lingkungan serta ukuran dan tujuan kebijakan. Faktor yang
menjadi penunjang dari komunikasi, kemampuan sumber daya, sikap
pelaksana, struktur birokrasi, lingkungan serta ukuran dan tujuan kebijakan
adalah : adanya sosialisasi, adanya kelancaran informasi.

Adapun perbedaan penelitian yang telah dilakukan oleh Adhitya
Widya Kartika, yaitu meneliti masalah kewenangan kepala desa dalam
pengelolaan usaha desa tahun 2012.Berbeda lagi dengan penelitian yang
dilakukan oleh Supriyadi yaitu meneliti tentang Evaluasi Sistem Keuangan
Desa Kabupaten Sragen (Studi Kasus Kecamatan Karangmalang) tahun 2009.

Yoyok Sudarmaji yaitu meneliti dengan judul Pengelolaan Keuangan
Desa (Studi Kasus Pengelolaan Keuangan Desa Bakaran Kulon Kecamatan
Juwana Kabupaten Pati, tahun 2009. Sedangkan penelitian sekarang meneliti
masalah pengembangan ekonomi desa melalui transparansi dan akuntabilitas
sirkulasi keuangan desa randuati nguling pasuruan yang meliputi asas

pengelolaan keuangan desa.
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B. Kajian Teori
Bagian ini berisi tentang pembahasan teori yang dijadikan sebagai
perspektif dalam melakukan penelitian. Pembahasan teori secara luas dan
mendalam akan semakin memperdalam wawasan peneliti dalam mengkaji
permasalahan yang hendak di pecahkan sesuai dengan rumusan masalah dan
tujuan penelitian. Berbeda dengan penelitian kuantitatif, posisi teori dalam
penelitian kualitatif diletakkan sebagai perspektif, bukan untuk diuji.*® Dalam
kajian teori ini akan dibahas mengenai teori-teori yang berkaitan dengan
penelitian ini, di antaranya: pengembangan ekonomi desa, Transparansi
(Transparancy) dan akuntabilitas (Accountability).
1. Pengembangan Ekonomi Desa
a. Pendapatan dan Kekayaan Desa
1) Pengertian Pendapatan Desa
Pendapatan desa, meliputi semua penerimaan uang melalui
rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran
yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.?’
Pendapatan desa adalah pendapatan yang bersumber dari:
pendapatan asli daerah, pemberian pemerintah, pemberian

pemerintah daerah.?®

%% Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya llmiah (Jember: IAIN Jember Press, 2015), 46.

?"Materi bimbingan teknis kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) Bagi Aparat Desa Tahun 2014,
Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pasuruan.

8 H.A.W. Widjaja, Otonomi Desa, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2003), 128.



21

2) Pengertian Kekayaan Desa

Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber
pendapatan bagi desa.Pengelolaan kekayaan desa dilaksanakan
berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, keterbukaan,
efisiensi, akuntabilitas dan kapasitas nilai. Penggunaan kekayaan
desa harus berdayaguna dan berhasilguna untuk meningkatkan
pendapatan desa. Pengelolaan kekayaan desa harus mendapatkan
persetujuan BPD.

Biaya pengelolaan kekayaan desa dibebankan pada anggaran
pendapatan dan belanja desa. Kekayaan desa dikelola oleh
pemerintah desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
masyarakat desa.

Perencanaan kebutuhan kekayaan desa disusun dalam
rencana kerja dan anggaran pendapatan dan belanja desa setelah
memperhatikan ketersediaan barang milik desa yang ada.Kekayaan
desa diperoleh melalui; pembelian, sumbangan, bantuan dari
pemerintah dan pemerintah daerah maupun pihak lain, dan bantuan
dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.Sedangkan jenis pemanfaatan
kekayaan desa berupa; sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan,

dan bangun serah guna dan bangun guna serah.
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Hasil  pemanfaatan = kekayaan  desa  merupakan
penerimaan/pendapatan desa.Penerimaan desa wajib seluruhnya
disetorkan pada rekening desa. Kekayaan desa yang berupa tanah
desa tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan
kepada pihak lain kecuali digunakan untuk kepentingan umum.

Pelepasan hak kepemilikan tanah desa tersebut ditetapkan
dengan keputusan kepala desa. Keputusan kepala desa diterbitkan
setelah mendapat persetujuan BPD dan mendapat izin tertulis dari
bupati/wali kota dan gubernur. Tata cara pengelolaan kekayaan
desa diatur dengan peraturan bupati/wali kota.?

3) Jenis-jenis Pendapatan Desa
a) Pendapatan Asli Daerah
(1) Kekayaan desa.
(2) Swadaya dan partisipasi masyarakat.
(3) Gotong royong.
(4) Pungutan desa.
(5) Lain-lain pendapatan yang sah (usaha ekonomi desa,
lumbung desa, yang berasal dari pembangunan desa).
b) Bantuan Pemerintah
(1) Bantuan pemerintah pusat.
(2) Bantuan pemerintah daerah tingkat | dan tingkat 1.

(3) Sebagian pajak dan retribusi daerah.

2% Hanif Nur Cholis, Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa, ( Jakarta: Erlangga,
2011), 94-95.
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(4) Lain-lain pendapatan yang sah.
b. Alokasi Dana Desa (ADD)
1) Pengertian Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan
oleh pemerintah kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian
dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang pembagiannya
untuk setiap desa secara adil dan proporsional.*

Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan
dan pemerataan pembangunan di pedesaan melalui dan APBD
kabupaten, propinsi dan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten
propinsi dan pusat perlu merealisasikan dalam APBD masing-
masing 10% untuk alokasi dana desa. Dengan mengalokasikan
dana sebesar 10 % ini diharapkan kesejahteraan dan pemerataan
pembangunandi desa dapat menjadi kenyataan.*

2) Tujuan Alokasi Dana Desa (ADD)
a) Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
b) Meningkatkan perencanaan dan penganggaran
pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan
masyarakat.
c) Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan.
d) Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial

budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial.

%%Alokasi Dana Desa Kabupaten Pasuruan Tahun 2014. Badan Pemberdayaan Masyarakat. 2.
1 H.A.W.Widjaja, Otonomi Desa, (Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2003) 133.
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e) Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

f) Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam
rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi
masyarakat.

g) Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong
masyarakat.

h) Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa
melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

3) Rumus yang digunakan dalam Alokasi Dana Desa adalah:

a) Asas merata, yaitu besarnya bagian alokasi dana desa yang
sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi
Dana Desa Minimum (ADDM).

b) Asas Adil, yaiu besarnya bagian alokasi dana desa
berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung
dengan rumus dan variabel tertentu (misalnya kemiskinan,
keterjangkauan, pendidikan dasar, kesehatan dan lain-
lain), selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional
(ADDP). Besarnya prosentase perbandingan antara asas
merata dan adil adalah besarnya ADDM adalah 60% dari
jumlah ADD dan besarnya ADDP 40% dari jumlah ADD.

Alokasi dana desa dalam APBD kabupaten/kota
dianggarkan  pada  bagian  pemerintahan  desa.

Pemerintahan desa membuka rekening pada bank yang
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ditunjuk berdasarkan keputusan Kepala Desa. Kepala
Desa mengajukan permohonan penyaluran alokasi dana
desa kepada bupati c.q kepada bagian pemerintahan desa
sekretariat daerah kabupaten /kota melalui camat setelah
dilakukan verifikasi oleh tim pendamping kecamatan.
Bagian pemerintahan desa pada setda kabupaten/kota akan
meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya
kepada kepala bagian keuangan setda kabupaten/kota atau
kepala badan pengelola keuangan daerah (BPKD) atau
kepada badan pengelola keuangan dan kekayaan ase
daerah (BPKKAD). Kepala bagian setda atau kepala kas
daerah ke rekening desa. Mekanisme pencairan alokasi
dana desa dalam APBDesa dilakukan secara bertahap atau
disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi daerah
kabupaten/kota.

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya
bersumber dari ADD dalam APBDesa sepenuhnya
dilaksanakan oleh tim pelaksana desa dengan mengacu
pada peraturan bupati/wali kota. Penggunaan anggaran
alokasi dana desa adalah sebesar 30% untuk belanja

aparatur dan operasional pemerintah desa. Sebesar 70%



26

untuk biaya pemberdayaan masyarakat.*> Belanja

pemberdayaan masyarakat digunakan untuk:

(1) Biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil.

(2) Penyertaan modal usaha masyarakat melalui badan

usaha milik desa (BUMDesa).

(3) Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan.

(4) Perbaikan lingkungan dan pemukiman.

(5) Teknologi tepat guna.

(6) Perbaikan kesehatan dan pendidikan.

(7) Pengembangan sosial budaya.

(8) Kegiatan lain yang dianggap penting.

c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)
1) Pengertian APBDesa
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah
rencana keuangan desa dalam satu tahun yang membua perkiraan
pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan dan rencana
pembiayaan yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah
desa dan badan permusyawaratan desa, dan ditetapkan dengan
peraturan desa.*
APBDesa adalah  Rencana  Keuangan  Tahunan

Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh

pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa yang ditetapkan

%2 Hanif Nurcholis, Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, ( Jakarta: Erlangga,
2011) 89-90.
% bid.,83.
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dengan peraturan desa yang terdiri dari pendapatan, belanja dan
pembiayaan.*
2) Struktur APBDesa
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) terdiri atas:
a) Pendapatan Desa
Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang
melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu
tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.
Pendapatan desa terdiri dari :
(1) Pendapatan asli desa (PADes)
(2) Bagi hasil pajak kabupaten/kota.
(3) Bagian dari retribusi kabupaten/kota.
(4) Alokasi dana desa (ADD)
(5) Bantuan keuangan dari pemerintah dan desa lainnya.
(6) Hibah.
(7) Sumbangan pihak ketiga.
b) Belanja Desa
Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening
desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun
anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya

kembali oleh desa. Belanja desa terdiri atas:

% Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah, Pengelolaan Keuangan Desa, ( Bandung: Fokus media,
2015), 10.
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(1) Belanja langsung terdiri dari:
(@) Belanja pegawai.
(b) Belanja barang dan jasa.
(c) Belanja modal.
(2) Belanja tidak langsung terdiri dari:
(@) Belanja pegawai/penghasilan tetap.
(b) Belanja subsidi.
(c) Belanja hibah (pembatasan hibah).
(d) Belanja bantuan sosial.
(e) Belanja bantuan keuangan.

() Belanja tak terduga.

¢) Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang
perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan
diterima kembali, baik pada tahun anggaran Yyang
bersangkutan  maupun pada tahun-tahun anggaran
berikutnya: pembiayaan desa terdiri atas:

(1) Penerimaan pembiayaan yang mencakup:
(@) Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun
sebelumnya.
(b) Pencairan dana cadangan.
(c) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

(d) Penerimaan pinjaman.
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(2) Pengeluaran pembiayaan yang mencakup:
(a) Pembentukan dana cadangan.
(b) Penyertaan modal desa.
(c) Pembayaran utang.
3) Pelaksanaan APBDesa
a) Pelaksanaa Anggaran Pendapatan Desa™

(1) Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui
rekening kas desa pada bank yang ditunjuk.

(2) Setiap pendapatan desa harus didukung dengan bukti
yang lengkap dan sah.

(3) Kepala desa wajib menginfestasikan pemungutan
pendapatan desa yang menjadi wewenang dan
tanggungjawabnya.

(4) Pemerintah desa dilarang melakukan pemungutan
selain dari yang ditetapkan dalam Peraturan Desa
tentang Pungutan.

(5) Komisi, rabat, potongan atau pendapat lain dengan
nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dinilai
dengan uang baik secara langsung sebagai akibat
penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi dan/atau

pengadaan barang dan jasa termasuk pendapatan

%5 Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah, Pengelolaan Keuangan Desa, ( Bandung: Fokus media,
2015), 28-31.
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bunga jasa giro atau pendapatan lain sebagai akibat
penyampaian kekayaan milik desa.

Untuk pengembalian kelebihan pendapatan desa yang
terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada
belanja tidak terduga.

Semua pendapatan desa yang terdiri pendapatan asli
desa, dana desa dari APBN, bagi hasil pajak daerah
dan retribusi daerah, ADD, bantuan keuangan dari
pemerintah Provinsi dan Kabupaten/kota dimasukkan
kedalam rekening kas desa dan dicatat sebagai

pendapatan desa.

b) Pelaksanaan Anggaran Belanja Desa

1)

)

©)

Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa
diajukan oleh pimpinan kegiatan kepada bendahara
desa.

Bendahara desa mengajukan pengeluaran belanja
kepada kepala desa melalui sekretaris desa yang
dituangkan dalam surat permintaan pembayaran
(SPP).

Sekretaris desa meneliti ajuan SPP dari bendahara
desa untuk kemudian diajukan kepada kepala desa
menerbitkan surat perintah membayar (SPM)kepada

pemegang rekening kas desa pada bank yang ditunjuk.
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Untuk pencairan dana bantuan SPM pada angka 3
perlu diketahui oleh camat, untuk selanjutnya camat
memberikan surat rekomendasi pencairan dana
bantuan kepada kepala desa.

Sebagai pertanggungjawaban, setiap pengeluaran
belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan
bukti yang lengkap dan sah.

Bukti tersebut harus mendapatkan pengesahan dari
kepada desa sebagai pengguna anggaran atas
kebenaran materiil yang timbul dari penggunaan bukti
dimaksud.

Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban
APBDesa tidak akan dilakukan sebelum rancangan
peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan sebagai
peraturan desa, kecuali untuk belanja desa yang
bersifat mengikat dan belanja desa yang bersifat
wajib.

Belanja desa yang bersifat mengikat merupakan
belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan
harus dialokasikan oleh pemerintah desa dengan
jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan
dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti

belanja pegawai, belanja barang dan jasa (ATK,
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pembayaran rekening listrik, telepon dan air bersih
serta perjalanan dinas).

(9) Belanja desa yang bersifat wajib merupakan belanja
untuk menjamin kelangsungan pemenuhan pendanaan
pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan,
kesehatan dan atau melaksanakan kewajiban kepada
pihak ketiga.

(10) Pemberian subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan
keuangan ditetapkan dengan keputusan kepala desa.

(11) Penerimaan subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan
keuangan  bertanggungjawab atas penggunaan
uang/barang dan/jasa yang diterimanya, wajib
menyampaikan laporan pertanggungjawaban
penggunaannya kepada kepala desa.

(12)Pengeluaran  anggaran belanja tidak terduga
dilanggarkan dalam APBDesa untuk mendanai
tanggap darurat, penanggulangan bencana alam
dan/atau bencana sosial termasuk pengembalian atas
kelebihan penerimaan desa tahun-tahun sebelumnya
yang telah cukup, dapat dilaksanakan berdasarkan
kemampuan keuangan desa.

(13)Dasar pengeluaran anggaran belanja tidak terduga

yang dianggarkan dalam APBDesa untuk mendanai
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tanggap darurat penanggulangan bencana alam,
dan/atau bencana sosial serta pengeluaran atas
kelebihan penyetoran ke kas desa pada tahun-tahun
sebelumnya yag telah ditutup.

(14)Pengeluaran anggaran belanja tidak terduga untuk
keperluan tanggap darurat bencana alam dilaksanakan
dengan mekanisme :

(@) Laporan terjadinya bencana alam/sosial dari
kepala dusun.

(b) Berdasarkan laporan dimaksud, kepala desa
membuat pernyataan bencana alam/sosial.

(c) Pengambilan anggaran belanja tidak terduga
ditetapkan dengan keputusan kepala desa.

(d) Kepala desa memberitahukan kepada BPD.

(15)Pengeluaran anggaran belanja tidak terduga atas
kelebihan setor ke kas desa yang telah ditutup
dilaksanakan dengan mekanisme:

(@) Laporan dari pimpinan kegiatan /bendahara desa
tentang kelebihan setoran ke kas desa.

(b) Pengambilan kelebihan setor dilakukan dengan
keputusan kepala desa setelah dilakukan audit
terhadap Laporan Pertanggungjawaban

Anggaran tahun yang bersangkutan.
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4) Penyusunan Rancangan APBDesa

Pemerinahan desa setiap tahun wajib menyusun APBDesa.
APBDesa merupakan pembiayaan terhadap program pembangunan
tahunan yang diselenggarakan oleh pemerinah desa.Program
pembangunan tahunan desa diturunkan dari program pembangunan
jangka menengah desa (5 tahun) yang disebut dengan
pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa).RPJMDesa
merupakan penjabaran visi dan misi dari kepala desa terpilih.*

Setelah kepala desa dilantik, paling lambat 3 bulan ia harus
menyusun RPJMDesa dengan misi dan visi sebagaimana
disampaikan saat bersangkutan kampanye. Setelah RPJMDesa
ditetapkan dengan peraturan desa, kepala desa bersama badan
permusyawaratan desa (BPD) menyusun rencana kerja pemerintah
desa (RKPDesa) yang merupakan penjabaran dariRPJMDesa
berdasarkan hasil mesyawarah rencana pembangunan desa.
RKPDesa adalah rencana kerja tahunan pemerintah desa dalam
menyelenggarakan program pembangunan dan pelayanan di
desanya. Penyusunan RKPDesa diselesaikan paling lambat akhir
bulan januari tahun anggaran sebelumnya.

Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang
APBDesa berdasarkan RKPDesa.Sekretaris desa menyampaikan

rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada kepala desa

% Hanif Nurcholis, Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, ( Jakarta: Erlangga,
2011) 84.
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untuk  memperoleh  persetujuan. Kemudian kepala desa
menyampaikan rancangan peraturan desa kepada BPD untuk
dibahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.
Penyampaian rancangan peraturan desa paling lambat minggu
pertama bulan november tahun anggaran sebelumnya.

Rancangan peraturan desa tentang APBDEsa yang telah
disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh kepala desa paling
lambat 3 hari kerja disampaikan kepada bupati/wali kota untuk
dievaluasi. Bupati atau wali kota harus menetapkan evaluasi
rancanngan APBDesa paling lama dua puluh hari kerja. Apabila
hasil evaluasi melampaui batas waktu dimaksud, kepala desa dapat
menetapkan rancangan peraturan desa tentang APBDesa menjadi
peraturan desa.

Dalam hal bupati/wali kota menyatakan hasil evaluasi
Raperdes tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepeningan umum
dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepala desa
bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama tujuh hari
kerja terhiung sejak diterimanya hasil evaluasi. Apabila hasil
evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa dan BPD, dan kepala
desa tetap menetapkan rancangan peraturan desa tentang APBDesa
menjadi peraturan desa, bupati/wali kota membatalkan peraturan
desa dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa

tahun anggaran sebelumnya. Pembatalan peraturan desa dan
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pernyataan berlakunya pagu tahun anggaran sebelumnya ditetapkan
dengan peraturan bupati/wali kota. Paling lama ujuh hari kerja
setelah  pembatalan, kepala desa harus memberhentikan
pelaksanaan peraturan desa dan selanjutnya kepala desa bersama
BPD mencabut peraturan desa dimaksud.Pencabutan peraturan
desa dilakukan dengan peraturan desa tentang pencabutan
peraturan desa yang menyangkut APBDesa.Pelaksanaan
pengeluaran atas pagu APBDesa tahun sebelumnya ditetapkan
dengan keputusan kepala desa.37

Rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan
oleh desa paling lambat satu bulan setelah APBD kabupaten/kota
ditetapkan.dengan ditetapkannya APBDesa, pemerintah desa
menyelenggarakan pemerintahan desa dan pembangunan desa

berdasarkan APBDesa tersebut.

d. Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa (APPKD)

1)

2)

APPKD adalah anggaran Pemerintah Desa yang diwujudkan dalam
bentuk ang.ka

Hakikat APPKD adalah program tahunan. APPKD mengandung
perkiraan:

a) Target penerimaan keuangan desa.

b) Batas tertinggi pengeluaran keuangan desa.

%7 Hanif Nurcholis, Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, ( Jakarta: Erlangga,

2011) 85-86.
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3) Program tahunan adalah rencana kerja Pemerintah Desa terhadap
kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun yang bersangkutan
dibidang pemerintahan dan pembangunan dalam bentuk angka
rupiah.

4) Anggaran desa yang tertuang di dalam APPKD merupakan satu
kesatuan yang terdiri dari Anggran Rutin dan Anggaran
Pembangunan. Anggaran pengeluaran rutin dibiayai dengan
anggaran penerimaan rutin. Sebaliknya, anggaran penerimaan
pembangunan dibiayai oleh anggaran penerimaan pembangunan.

5) Anggaran Desa (APPKD) ditetapkan dengan Keputusan Desa
untuk setiap tahun anggaran yaitu 1 April sampai dengan 3 Maret
tahun berikutnya.*®

2. Transparansi (Transparancy)
a. Asas Transparansi

1) Pengertian Transparansi (Transparancy)

Secara legal dalam pasal 4 ayat 7 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia No. 13 Tahun 2006, tentang
pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dikatakan transparan
adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk
mengetahui dan mendapakan akses informasi seluas-luasnya
tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin

akses atau kebebasan bagi setiap orang yang memperoleh informasi

% H.A.W.Widjaja, Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa, ( Jakarta: PT.RajaGrafindo, 1993)
68-69.
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tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang
kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil
yang dicapai. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah
informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat
dijangkau oleh publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan
menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran dan kebijakan
dibuat berdasarkan pada preferensi publik.

Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan
fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandat dari rakyat.
Mengingat pemerintah memiliki kewenangan mengambil berbagai
keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah
harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang
dikerjakannya. Dengan transparansi, kebohongan sulit untuk
disembunyikan, dengan demikian transparansi menjadi instrumen
penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan
korupsi.*

2) Prinsip-Prinsip Transparansi (Transparancy)

Prinsip-prinsip transparansi dapat diukur melalui sejumlah
indikator sebagai berikut:

a) Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan

standarisasi dari semua proses-proses pelayanan publik.

% gsosialisasi dan Bimbingan Teknis Manajemen dan Pengelolaan Keuangan Bagi Kepala Desa
Dan Camat, (Jawa Timur: Badan Pendidikan dan Pelatihan,2014). 12-13.
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b) Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik
tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun
proses-proses didalam sektor publik.

c) Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran
informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik
maupun proses-proses didalam sektor publik.

b. Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah
1) Pengertian Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan yang transparan merupakan tuntutan
para sakeholders baik di pusat maupun di daerah dalam rangka
mewujudkan kemakmuran masyarakat yang berkeadilan, Kepala
Daerah maupun Kepala Negara sebagai pengelola keuangan
Negara/Daerah telah meminta amanah untuk mengelola keuangan
Negara/Daerah kepada masyarakat dalam pemilihan umum
(pemilu). Oleh karena iu transparansi pengelolaan keuangan
menjadi tuntunan mutlak bagi para pengelola keuangan
Negara/Daerah.

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) menjelaskan bahwa
transparansi mendukung makna “memberikan informasi keuangan
yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan
pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui

secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban
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pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan

kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan”.

2) Manfaat

penting transparansi pengelolaan keuangan daerah

diantaranya adalah:

a)

b)

d)

Dapat mendeteksi penyimpangan pengelolaan keuangan
daerah yang berupa kecurangan (fraud), ketidakpatuhan
pengelolaan terhadap peraturan perundang-undangan, dan
ketidakpatutan sehingga dapat meminimalisir terjadinya
kerugian daerah.

Kelemahan dan kekuatan kebijakan dapat didentifikasi
lebih awal untuk dapat segera dilakukan perbaikan
sehingga pencapaian tujuan organisasi dapat tercapai.
Meningkatkan kepercayaan para stakeholders khususnya
masyaraka sehingga ketaatannya kepada pemerintah
daerah dapat ditingkatkan.

Menciptakan iklim investasi yang kondusif supaya para
investor tertarik menanamkan modal di daerah sehingga

dapat menghidupkan ekonomi masyarakat setempat.

3) Adapun indikator transparansi menurut Institute for Democracy in

South Africa (IDASA) yaitu:

(@) Adanya kerangka kerja hukum bagi transparansi yang berupa:

(1) Peraturan perundang-undangan yang mengatur

persoalan transparansi.
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(2) Kerangka kerja hukum yang memberi definisi jelas
tentang peran dan tanggung jawab bagi semua aspek
kunci dari manajemen fiskal.

(3) Basis legal untuk pajak, kekuasaan bagi pemerintah
daerah untuk memungut pajak, maupun
peranggungjawaban belanja.

(4) Pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas
masing-masing tingkatan pemerintah.

(b) Adanya akses masyarakat terhadap transparansi anggaran yang
berupa:

(1) Keterbukaan  dalam proses  dan kebijakan
penganggaran.

(2) Publikasi hasil laporan pelaksanaan anggaran yang elah
diaudit oleh BPK.

(3) Dokumentasi anggaran yang baik dan mengandung
beberapa indikasi fiskal.

(4) Terbukanya informasi tentang pembelanjaan aktual.

(c) Adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh lembaga
pemeriksaan yang independen yang efektif serta didukung oleh
lembaga statistik yang memiliki data akurat dan berkualitas.

(d) Adanya sistem peringatan dini (Early warning system) dalam

kasus buruknya eksekusi atau keputusan anggaran.
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(e) Adanya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan
anggaran yaitu adanya kesempatan bagi masyarakat sipil untuk
berpartisipasi dalam proses penganggaran.*

3. Akuntabilitas (Accountability)
a) Asas Akuntabilitas
1) Pengertian Akuntabilitas (Accountability)

Akuntabilitas istilah dalam bahasa inggris Accountability
yang Dberarti  pertanggungjawab atau keadaan untuk
dipertanggungjawabkan atas keadaan untuk  diminta
pertanggungjawaban.**

Akuntabilitas (Accountability) adalah kewajiban untuk
memberikan  pertanggungjawaban atau menjawab  dan
menerangkan kinerja dan tindakan seseorang badan hukum
pemimpin suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau
berkewenangan untuk meminta keterangan atau
pertanggungjawaban.

2) Prinsip-prinsip Akuntabilitas (Accountability)
(a) Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh saf insansi
untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar

akuntabel.

“°Rizal Djalil, Akuntabilitas Keuangan Daerah, (Jakarta: PT. Semesta Rakyat Merdeka, 2014)
388-390.
*! Peter Salim, The Comtempary English-Indonesia Dictionary, (Jakarta: Press, 1987) 16.
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(b) Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin
penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(c) Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan.

(d) Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil
dan manfaat yang diperoleh.

(e) Harus jujur, objektif, sebagai katalisator perubahan
manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran
metode dan tekhnik pengukuran kinerja dan penyusunan
laporan akuntabilitas.*?

b) Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) mendifinisikan
akuntabilitas adalah “Mempertanggungjawabkan pengelolaan
sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan
kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah
ditetapkan secara periodik”.

Azas akuntabilitas menetapkan bahwa setiap kegiatan dan
hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat
dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang

kedaulatan tertinggi dalam suatu negara.*®

42 H
Ibid.,14-15

“Rizal Djalil, Akuntabilitas Keuangan Daerah, (Jakarta: PT. Semesta Rakyat Merdeka, 2014)
408.



BAB IlI

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan kualitatif deskriptif. Definisi dari pendekatan penelitian ini adalah
penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang
dialami subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll
secara holistik, dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan
bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan
berbagai metode.**

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan dimana penelitian tersebut hendak
dilakukan. Sebelum penelitian ini dilakukan.*® Peneliti harus melakukan survey
terlebih dahulu. Setelah melakukan pengamatan di tempat lokasi penelitian,
maka peneliti akan menemukan titik permasalahan yang terdapat di lokasi
tersebut.

Adapun lokasi yang dijadikan objek oleh peneliti adalah di Desa
Randuati Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan. Pemilihan lokasi ini
dengan pertimbangan karena tingkat transparansi dan akuntabilitas sirkulasi
keuangan desa Randuati Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan perlu

ditingkatkan guna mendukung terwujudnya perkembangan ekonomi desa.

* Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,
2011), 6.
“® Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya llmiah, 2015. 46
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C. Subyek Penelitian
Untuk mendukung terhadap data yang diperlukan, maka dalam
penelitian ini pencarian data diperoleh dari informan dengan menggunakan
teknik purposive sampling, yaitu pemilihan sample berdasarkan pada
karakteristik tertentu yang dianggap mempunyai sangkut paut dengan
karakteristik populasi yang sudah diketahui sebelumnya.*
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
1. Data Primer
Data Primer adalah data yang diterima secara langsung oleh peneliti
dari objek yang diteliti (informan) dengan tujuan untuk mendapatkan data
yang kongkrit. Sumber data primer ini diperoleh dari:
a. Kepala desa
b. Sekretaris desa
c. Bendahara desa
d. BPD
2. Data Sekunder
Data Sekunder adalah data yang tidak diperoleh secara langsung oleh
peneliti sendiri. Data sekunder ini biasanya berwujud dokumentasi atau data
yang tersedia.
D. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis

dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data

*® Husein Umar, Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2008), 92.
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tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan
mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.*’ Adapun
teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:
1. Observasi
Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara
mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang diselidiki.*®
Teknik ini digunakan untuk mengetahui secara langsung ‘“pengembangan
ekonomi desa melalui transparansi dan akuntabilitsa sirkulasi keuangan
desa randuati nguling pasuruan” Adapun data yang diperoleh melalui
observasi ini yaitu peneliti dapat mengetahui secara langsung mengenai
lokasi yang dijadikan sebagai obyek pengembangan ekonomi desa.
2. Wawancara atau Interview
Wawancara atau Interview adalah percakapan dengan maksud
tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang
mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas
pertanyaan itu.*®
Adapun data yang diperoleh melalui wawancara atau interview ini
yaitu peneliti dapat memperoleh informasi mengenai pengembangan
ekonomi desa melalui transparansi dan akuntabilitas sirkulasi keuangan

desa.

*" Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2016), 224.
“8 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), 70.
9 Moleong, Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, 186.
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3. Dokumentasi
Dokumentasi adalah metode mencari data mengenai hal-hal atau
variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti,
notulen rapat, agenda dan sebagainya.® Dokumentasi bisa berbentuk
tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. dengan
demikian jelas yang dimaksud metode dokumentasi adalah metode yang
digunakan oleh peneliti untuk mencari data-data yang sudah
didokumentasikan. Adapun data yang diperoleh melalui dokumenter ini
yaitu peneliti dapat menemukan solusi yang berkaitan dengan
pengembangan ekonomi desa.
E. Analisis Data
Analisa data kualitatif merupakan suatu upaya yang dilakukan dengan
jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi
sesuatu yang dapat dikelola. Mencari dan menemukan pola, menemukan apa
yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat
diceritakan kepada orang lain. Disini peneliti menggunakan data kualitatif
model Miles dan Huberman.
Analisa data dilakukan secara interaktif melalui proses data dibawah ini:
1. Reduksi data (Data Reduction)
Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok,
memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan

membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi

%0 Syharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: PT Rineka Cipta,
2010), 274.
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akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk
melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.
2. Penyajian data (Data Display)

Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dengan
bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan
sejenisnya.Yang paling sering digunakan untuk menyajiakan data dalam
penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

3. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing/Verification)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah
temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa
deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-
remang atau gelap sehingga setelah diteliti akan menjadi lebih jelas.>*

F. Keabsahan Data

Untuk menguji terhadap kevalidan data yang diperoleh di lokasi
penelitian, validitas data sangatlah penting untuk dipergunakan.Dalam teknik
pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang
bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber
data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan
triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus
menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai

teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.

> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D, 249-253
*?|bid., 241.
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Keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi
sumber. Triangulasi sumber berarti, untuk menguji kredibilitas data dilakukan
dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.>®

G. Tahap-tahap Penelitian

Tahapan penelitian perlu diuraikan untuk mendeskripsikan keseluruhan
kegiatan penelitian. Adapun tahap-tahap penelitian secara umum terdiri dari
tiga tahap, yaitu:>*

1. Tahap Pra-lapangan

Pada tahap ini segala macam persiapan diperlukan sebelum peneliti
terjun kedalam kegiatan penelitian. Maka peneliti membuat rancangan
penelitian, rancangan ini berupa menentukan lokasi penelitian, menyusun
rancangan penelitian(berupa proposal penelitian), mengurus surat perizinan
penelitian dan instrumen penelitian.

2. Tahap pekerjaan lapangan (tahap pelaksanaan penelitian)

Suatu tahap dimana peneliti dengan sungguh-sungguh memahami
latar penelitian.Dalam tahap ini peneliti mencari dan mengumpulkan data-
data yang dibutuhkan dalam penelitian dengan menggunakan teknik
pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

3. Tahap Analisis Data

Dalam tahap ini, peneliti menganalisis data yang telah diperoleh dari

lapangan. Analisis data dilakukan dengan cara reduksi data yaitu memilih

data-data yang telah diperoleh disesuaikan dengan kebutuhan dalam

*1bid.,274.
> Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 137.
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penelitian. Kemudian mendisplay data, yaitu menyajikan dengan jelas data-
data yang telah dipilih dan sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian,
sehingga mudah untuk dipahami. Langkah yang terakhir yaitu melakukan
penarikan kesimpulan dengan cara memberikan kesimpulan atas hasil
analisis terhadap data-data yang ada. Selanjutnya masuk pada tahap
penulisan laporan dalam bentuk skripsi dengan mengacu pada buku
pedoman penulisan karya ilmiah yang berlaku di Institut Agama Islam

Negeri (IAIN) Jember.



BAB IV
PENYAJIAN DATA DAN ANALSIS
A. Gambaran Obyek Penelitian

Desa Randuati merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan
Nguling Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur. Dalam pola
pembangunan lahan di Desa Randuati lebih di dominasi oleh kegiatan
pertanian pangan yaitu palawija (padi, kedelai, jagung) dengan penggunaan
perairan tadah hujan.

Aktivitas mobilisasi di Desa Randuati cukup tinggi, khususnya
mobilisasi angkutan hasil-hasil pertanian maupun sumber-sumber kegiatan
ekonomi lainnya.Tetapi keberadaan potensi yang ada di desa kurang
ditunjang oleh intrastrukur yang memadai dan sumber daya manusia yang
memenuhi, misalnya keberadaan lahan pertanian yang luas di Desa Randuati
tidak bisa mengangkat derajat hidup petani karena produktifitas pertaniannya
tidak maksimal bahkan relatif rendah. Hal tersebut disebabkan karena sarana
irigasi yang kurang memadai serta sumber daya para petani baik yang berupa
modal maupun pengetahuan tentang sistem pertanian modern yang relatif
masih kurang.Akibatnya banyak masyarakat petani yang taraf hidupnya
masih di bawah garis kemiskinan. Berikut ini akan dijelaskan mengenai
kondisi yang terdapat di daerah penelitian tersebut:

1. Letak Geografis Desa Randuati
Desa Randuati merupakan salah satu desa dari Kecamatan Nguling

Kabupaten Pasuruan, yang memiliki dua dusun yaitu Dusun Krajan dan

51
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Dusun Batuan. Ketinggian desa ini merupakan dataran sedang yaitu sekitar
56 m diatas pemukiman air laut, desa ini memiliki luas 167 Ha™.

Secara administratif, Desa Randuati terletak di wilayah Kecamatan
Nguling Kabupaten Pasuruan dengan posisi dibatasi oleh desa-desa
tetangga.

Di sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kapasan

Di sebelah Timur berbatasan dengan Desa Mlaten

Di sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sudimulyo

Di sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sumber Anyar.
2. Visi dan Misi Desa Randuati

Visi dan misi Desa Randuati disamping merupakan visi-misi calon
kepala desa terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama
masyarakat desa dimana proses penyusunannya dilakukan secara
partisipatif mulai dari tingkat Dusun atau RW sampai tingkat Desa.

Visi adalah pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana
instansi pemerintahan akan di bawa dan berkarya agar tetap konsisten dan
dapat eksis, antisipatif, inisiatif serta produktif. Visi adalah suatu
gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan
citra yang ingin diwujudkan oleh Instansi Pemerintah
Visi Desa Randuati sebagai berikut:

AMEWUJUDKAN DESA RANDUATI YANG MAJU, MANDIRI DAN

SEJAHTERAO

% Dokumentasi Desa Randuati
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